BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 02
tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Kabupaten Bengkalis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
~Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan - Kehutanan

~(Lembaran - Negara Repubhk Indonesia - : Tahun 2006 v
Nomor 92)

; Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2011 tentang
_Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran

Negara Republik = Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

~ Tambahan - Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor

5234); S : ,
Peraturan Pemermtah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

- Wewenang = Pengangkatan Pemindahan dan

- Pemberhentian Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara
- Republik 'Indonesia “Tahun 2003 - Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4263);

- Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
~ Pedoman: Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -
- Pemerintahan Daerah = (Lembaran = Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran .
~Negara Repubhk Indonesm Nomor 8593); ‘

Peraturan Pemenntah ‘Nomor 38 Tahun 2007 tentang '
 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
~ Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik: Indonesia
~Tahun' 2007 ‘Nomor 82, ’I‘ambahan Lembaran Negara :
‘Repubhk Indonesia Nomor 4737), » )

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 12007 tentang

- Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

10
- Pembiayaan,Pembinaan  dan = Pengawasan Penyuluhan

11

Indonesia: Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran-
Negara Repubhk Indone31a Nomor 474 1);

Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Pertanian, Perlkanan ‘dan Kehutanan,

Peraturan = Menteri Pertanian Nomor 49 /Permentén/
- OT. 140/10/2009 'tentang Kebgakan dan Strategly

: Penyuluhan Pertaman

Ll

_‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor "107  o
Tahun 2008 *  tentang - Penyelenggaraan Urusan
‘Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor - 072‘

.~ Tahun 2012 tentang * Organisasi dan Tata Kerja
- Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -

dan. Lembaga ‘Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran = Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2012

‘Nomor 02), ‘




' Menetapkan

MEMUTUSKAN

. _PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN’ :
- ORGANISASI "DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

~ 'BALAI PENYULUHAN PADA BADAN . KETAHANAN PANGAN_ ,

| :DAN PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS

 BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '

‘ 4.k"Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten

._ Bengkahs

 ‘,3“. “'Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan‘

‘Kabupaten Bengkahs

4, Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan e

“dan- Penyuluhan Kabupaten Bengkahs

‘,;'«;5“. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan yang selanjutnya‘ e
. disebut 'UPT BP adalah. Unit Pelaksana Teknis Balai
T Penyuluhan untuk melaksanakan sebagian tugas pada

Badan ' Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten
: Bengkahs : :

6 Kepala UPT BP adalah Kepala Umt Pelaksana Tekms Balal '
L Penyuluhan ‘pada Badan Ketahanan Pangan dan L
Penyuluhan Kabupaten: Bengkahs S

T Kasubag Tata Usaha adalah Kepala Subbaglan Tata Usaha

- pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan

B Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkahs o
- yang melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi

- melaksanakan - urusan ‘perencanaan, - surat-menyurat,
kepegawalan ketatalaksanaan, keuangan dan umuim.

s 8. Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah Pegawai Negeri Slpll :

yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat
_yang berwenang 'sesuai. dengan bldang keahhannya
_ masmg-masmg ‘

BAB II

PEMBENTUKAN( 
Pdsal 2

1) Dengan Peraturan Bupatl ini dlbentuk Unit Pelaksana‘_ L

Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan




(2) UPT BP sebagaumana dxmaksud pada ayat (1) tersebut:’:;'t'
ERE ,dlatas terd1r1 dari : ST

UPT BP Kecamatan Bengkahs berkedudukan : d1 . }J‘ N
» Bengkahs ‘ o

UPT BP Kecamatan Bantan berkedudukan di. Selat‘ =

g a.

b,

Baru;

. UPT: BP Kecamatan Buklt Batu berkedudukan d1 o

Sunga1 Pakning;

UPT BP Kecamatan Slak Kecﬂ berkedudukan di Lubuk G
Muda, L [

. UPP BP Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri; - l o
= UPT BP Kecamatan ngglr berkedudukan di Pinggir; -
UPT BP Kecamatan Rupat - berkedudukan di Batu o

Panjang; -~
UPT BP- Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di -

‘ Tanjung Medang

BAB m

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ji

KEDUDUKAN
4 Pasal 3

) 'UPT BP adalah UPT Operasmnal Badan Ketahanan
‘ Pangan - dan Penyuluhan d1 Kecamatan dibidang
5 pcnyuluhan :

| (2) UPT BP. sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (1) dipimpin =~
- oleh Kepala UPT yang dalam melaksakan tugas berada =
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan", 3

dan secara’ operaswnal berkoordlna31 dengan Camat.

o UP’I‘ BP mempunya1 tugas pokok melaksanakan tugas
penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan d1‘

\ TUGAS POKOK
Pasal 4

kecamatan dan tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala Badan. .



FUNGSI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan -tugas pokOk sebagaimana
-dimaksud dalam Pasal 4 UPT BP mempunyal fung31 sebagal
f“_~ber1kut B , ‘

S _Penyelenggaraan Peﬁ:’ngelqlaan Administrasi Umum;

, | 2. ‘Penylapan bahan perumusan kebl_]akan teknis operasmnal
© . dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanlan
' perlkanan dan kehutanan, :

: 3 'Penylapan bahan penyusunan rencana keglatan teknls
fo operasional dan teknis penunjang. d1b1dang penyuluhan
pertanlan perikanan dan kehutanan;.

-4, ’Pelaksanaan keg1atan teknls operasmnal dan tekms
. penunjang dlbldang ‘ " pertanian, perlkanan - dan
kehutanan ‘ .

- 5. Pengkoordma31an kegiétan | penyuluhan Pértanian,
- Perikanan, dan Kehutanan; ' -

6. PenyuSunan lapofan dan ‘evaluaSi‘pelaksanéan tugas, -

7. Pelaksanaan tugas laln yang diberikan oleh Kepala Badan
: sesua1 dengan tugas dan fungsmya T

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

o ’ Pasal 6 - :
() Susunan Orgamsam UP’I‘ BP terd1r1 dar1
: Kepala UPT; |

. Sub Baglan Tata Usaha, ‘ | ‘

- Petugas Penyuluh Pertaman; ’

. Petugas Penyuluh Perikanan;

o a0 TP

Petugas Penyuluh Kehutanan;
£ Kelompok Jabatan Fungsmnal

’ ; (2) Bagan Susunan Organisasi UPT BP sebagalmana.
"~ dimaksud pada ayat (1) . tercantum dalam Lamplran
'Peraturan Bupat1 ini.




LY

Pasal 7

'Kepala UPT sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
% :_f;huruf a mempunya1 tugas - : 7

~Mengh1mpun dan mengolah data data b1dang penyuluhan‘ | ,
. di wilayah kecamatan sebagai bahan masukan dalam -

penyusunan - program' kerja  Badan sesuai = dengan
ketentuan- dan peraturan perundang-undangan yang

' berlaku

Melaksanakan' kegiatan baik administrasi 'maupunv teknis

~di bidang penyuluhan di wilayah kecamatan sesuai

dengan kewenangan dan prosedur yang telah dltetapkan

. oleh Kepala Badan

S Melaksanakan pengawasan dan pengendahan terhadap
L persoml UPT. -

. 'fMelaksanakan adm1n1stras1 umum dan kepegawalan serta.

o perlengkapan UPT

Melaksanakan tugas tugas lain yang d1ber1kan oleh ‘

‘ Kepala Badan IR

E Pasal 8

i .Kepala Sub Baglan Tata Usaha mempunyal tugas o

Melakukan pengelolaan surat—menyurat dan kears1pan '
Melaksanakan admlmstra31 keuangan S

. ,.Melaksanakan admlmstra31 kepegawaian.

Melaksanakan urusan ketatalaksanan rumah tangga dan
kehumasan ' .

. Melaksanakan 1nvéntarisasi ‘dan pemeliharaan aset
. daerah. ST o R : . ' : ‘ :

ST Melaksanakan evaluas1 dan pelaporan N

. k,‘Melaksanakan tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala UP’I‘ L |

¥ pas'al 9:1

| - Petugas Penyuluh Pertaman mempunya1 tugas

1.

Membantu mengumpulkan dan menganahsa data yang
berhubungan dengan penyuluhan Pertaman dan

penyuluhan Peternakan T

Membantu menylapkan bahan petun_]uk teknls d1b1dang E
: penyuluhan Pertanlan dan penyuluhan Peternakan :
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Membantu peny1apan dan pelaksanaan tugas dlbldang’?

; penyuluhan Pertaman dan penyuluhan Peternakan

Membantu melaksanakan penyuluhan Pertaman dan'
penyuluhan Peternakan serta berkoordinasi dengan

-instansi terkait dan lembaga lainnya yang ada kaitannya
f'dengan kegiatan penyuluhan Pertaman dan penyuluhan

* .*;‘Peternakan dan g

5

1
S berhubungan dengan penyuluhan Per1kanan

‘ 1

Melaksanakan tugas tugas laln yang dlbemkan oleh Kepala ‘ |
a UP’I‘ : ‘ »

| Pasalkl(i)>

Petugas Penyuluh Perlkanan, mempunyal tugas

Membantu mengumpulkan dan menganahsa ‘data yang

Membantu menylapkan bahan petunjuk tekms d1b1dang7~
ﬁ penyuluhan Perikanan; _ ,

Membantu penylapan dan pelaksanaan tugas dlbldang:

penyuluhan Penkanan

Membantu melaksanakan penyuluhan Perlkanan dan
: berkoordmaSI dengan instansi terkait dan lembaga lainnya
~yang ada kaltannya dengan keglatar_l penyuluhan
'Perlkanan dan : e S

: VMelaksanakan tugas tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala "

7 Pasafll"

' Petugas Penyuluh Kehutanan, mempunyal tugas

Membantu mengumpulkan dan menganahsa data yang

: berhubungan dengan’ penyuluhan Kehutanan dan
. penyuluhan Perkebunan, '

. Membantu menylapkan bahan petUhjﬁi{ “teknis di'bidang'

periyuluhan' Kehutanan ‘dan penyuluhan' Perkebunan*

i Membantu penylapan dan pelaksanaan tugas d1b1dang
_;penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan

Membantu melaksanakan penyuluhan Kehutanan dan,

~ penyuluhan Perkebunan serta berkoordinasi dengan
instansi terkait dan lembaga lainnya yang ada kaitannya
~dengan kegiatan penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan :
. -Perkebunan, dan ;



‘ o4 Melaksanakan tugas tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala

UPT.

| Pasal*iz‘j
* Kelompok ' Jabatan | Fungéional‘ - 'merr‘lpuny.ai tugas F'
‘melaksanakan tugas khusus sesuai bldang keahhan dan’
e kebutuhan » :
BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

= Kepala UP’I‘ dan Kepala Sub Bag1an Tata Usaha dlangkat dan T

dlberhentlkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan
N PEMBIAYAAN

o Pasal 14

B   { ,}?Pemblayaan Unlt Pelaksana Tekms dlbebankan pada APBD

“Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain’ ‘sesuai dengan g

peraturan perundang undangan yang berlaku.

. BAB Vi
| TATA KERJA
" Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UP’I‘ Kepala Sub

L Bagian Tata Usaha, Petugas: Penyuluh ~dan Jabatan

i Fungsional Wa_]lb melaksanakan pr1n31p koord1nas1 ‘integrasi -
"~ dan smkronlsas1 : :

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

e };Dengan dltetapkannya Peraturan Bupat1 1n1, maka segala o

~ . ketentuan. yang’ mengatur hal ‘yang sama dan . atau
" bertentangan - dengan peraturan ini‘ dlnyatakan tidak -

| berlaku.:



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
T, T S pada tanggal 4 Juli 2014

LIS,

IYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal <« Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. RHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 42



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN NOMOR : 42 Tahum 2014
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN TANGGAL : 4 Juli 2014
PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA
KEPALA SUB BAGIAN
KELOMPOK TATA USAHA
JAB. FUNGSIONAL
PETUGAS PETUGAS PETUGAS
PENYULUH ™ PENYULUH ™ PENYULUH
PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN




